BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR &7 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah
dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
dipersamakan;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pelimpahan
kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah kepada Kepala Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Musi Rawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan
Pendatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Musi Rawas.

il



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3699);



10.

11.

13

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);



Menetapkan

13.

14

15.

16.

|

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
melaksanakan urusan Pemerintahan  Bidang
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor
6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor
7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya
disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Musi Rawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang
selanjutnya disingkat Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah
Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Laboratorium Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah
Kabupaten untuk menentukan atau mengambil Kebijakan dalam
Rangka Penganggaran Pemerintah dalam Bidang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daecrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang Kkhusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pelimpahan Wewenang adalah Pemberian atau Penyerahan urusan
dari Bupati kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan untuk
Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan Retribusi Daerah adalah:

a.

b.

meningkatkan kualitas pelayanan Retribusi Daerah; dan

memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Retribusi untuk

memperoleh pelayanan Retribusi Daerah.



Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Retribusi
Daerah adalah :

a. terwujudnya pelayanan Retribusi Daerah yang cepat dan transparan,

dan

b. meningkatnya hak-hak Wajib terhadap pelayanan Daerah.

BAB III
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan diberikan kewenangan

Penandatanganan :

a. SSRD, SKRD, SKRDLB, dan STRD pemakaian kekayaan daerah atas
pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan
contoh/pengukuran kualitas air;

b. SSRD, SKRD, SKRDLB, dan STRD pemakaian kekayaan daerah atas

laboratorium analisa air;

c. SSRD, SKRD, SKRDLB, dan STRD pemakaian kekayaan daerah atas

laboratorium analisa udara; dan

d. SSRD, SKRD, SKRDLB, dan STRD pemakaian kekayaan daerah atas

analisa lain-lain.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi
Daerah agar Kepala UPT Laboratorium Lingkungan melaporkan
rekapitulasi SKRD yang diterbitkan setiap bulannya kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal (4 pesember 2017

BUPAT I RAWAS,

H. N GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 1y Vesem ber 2017

—

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,




